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PUTUSAN

Nomor 691/Pdt.G/2023/PA.Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN

Memeriksa dan mengadili  perkara perdata agama pada tingkat pertama

telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT,  umur  42  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,  pekerjaan

Tenaga  Kerja  Indonesia,  tempat  kediaman  di  Kabupaten

Pesawaran,  Alamat  Luar  Negeri  Taiwan  ROC,  dalam hal  ini

memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Haris  Muizzuddin,

S.H., Fransiskus, S.H., dan M. Fajrul Falah, S.H., Advokat yang

berkediaman di  Kantor  Hukum AHM &  Partner  beralamat  di

Jalan  Cokrosuwarno  Sukaraja  V  Desa  Sukaraja  kecamatan

Gedong  Tataan  Kabupaten  Pesawaran,  dengan  alamat

elektronik  pakalianda4@gmail.com,  berdasarkan  surat  kuasa

khusus  yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Gedong Tataan dengan Nomor 436/Kuasa/2023/PA.Gdt tanggal

27 Oktober 2023, sebagai Penggugat;

melawan

Siswoyo Bin Kasnu Tukiran, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan  Wiraswasta,  tempat  kediaman  di  Kabupaten

Pesawaran, Lampung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal  10 Oktober 2023

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada tanggal

27  Oktober  2023  dengan  register  perkara  Nomor  691/Pdt.G/2023/PA.Gdt,

mengemukakan dalil-dalil, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  isteri  sah  yang  menikah

pada tanggal 12 September 2001 di rumah kediaman keluarga Penggugat,
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dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat, yang dicatat oleh Pegawai

Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Gedong  Tataan

Kabupaten Pesawaran sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:

982/57/IX/2001; 

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan Suka sama

Suka dengan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  bergaul  layaknya  suami  istri  dan

dikaruniai dua orang anak yang bernama XXXX, yang lahir pada 25 Juni

2002, dan XXXX, yang lahir pada 14 Januari 2013, yang saat ini bersama

keluarga Penggugat; 

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di

kediaman bersama, sampai akhirnya berpisah, saat ini Penggugat sedang

bekerja sebagai  TKI di  Negara Taiwan sejak tahun 2016 hingga saat ini

belum pernah kembali; 

5. Bahwa  pada  mulanya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  dalam

keadaan rukun dan damai akan tetapi semenjak pertengahan tahun 2015,

sebelum  Penggugat  berangkat  bekerja  sebagai  TKI,  mulai  terjadi

pertengkaran dan perselisihan di  dalam rumah tangga antara Penggugat

dan Tergugat. Bahwa adapun yang menjadi penyebab pertengkaran antara

Penggugat dan Tergugat adalah;

- Bahwa  Tergugat  sering  bersikap  egois  dan  keras  kepala  terhadap

Penggugat, Tergugat sering bersikap kasar baik secara perbuatan dan

perkataan terhadap Penggugat  hingga Penggugat  merasa tidak ridho

atas  sikap  Tergugat  tersebut,  dikarenakan  hanya  Penggugat

memberikan  nasehat  akan  tetapi  Tergugat  tidak  terima  sehingga

berujung pertengkaran didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat; 

- Bahwa Tergugat  kurang  bertanggung  jawab dengan biaya hidup  dan

ekonomi rumah tangga sehari hari, nafkah yang diberikan oleh Tergugat

untuk kehidupan rumah tangga tidak pernah mencukupi, tangga bahkan

Tergugat  tidak  ada  upaya  untuk  mencari  pekerjaan  dan  penghasilan

tambahan untuk mencukupi  kebutuhan rumah tangga, Tergugat kerap

bersikap  malas  dalam  mencari  nafkah,  sehingga  hal  tersebut  sering

menjadi persoalan yang berujung keributan di dalam rumah tangga; 
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6. Bahwa sejak tahun 2016 hingga saat ini, Penggugat berangkat bekerja ke

luar  negeri  sebagai  TKI,  untuk  mencukupi  kebutuhan  keluarga  yang

semakin meningkat, namun Tergugat tidak juga ada upaya untuk mencari

pendapatan  yang  lebih  baik  serta  tidak  ada  upaya  untuk  mencukupi

kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat tidak harus lagi bekerja di

luar  negeri,  dan  saat  Penggugat  bekerja  di  luar  negeri  Tergugat  tidak

merubah sikapnya tidak ada upaya untuk mencari penghasilan yang lebih

baik  yang  seharusnya  merupakan  tanggung  jawab  Tergugat,  sehingga

Penggugat  kedepannya tidak perlu lagi  bekerja diluar negeri,  yang pada

akhirnya  menyebabkan  pertengkaran  setiap  Penggugat  dan  Tergugat

berkomunikasi; 

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat  dan Tergugat  terjadi  pada

awal tahun 2021, setelah Penggugat bekerja di luar negeri, dengan sebab

bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  bertengkar  secara  terus  menerus

dikarenakan Tergugat tidak mau merubah sikapnya terhadap Penggugat,

Tergugat yang kerap bersikap egois dan Tergugat yang tidak ada upaya

untuk  mencari  penghasilan  yang  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan

keluarganya  dan  terus  menerima  uang  kiriman  dari  Penggugat,  namun

Tergugat  selalu  menyatakan  kepada  orang  lain  bahwa  Penggugat  tidak

mengirim uang kepada Tergugat hingga hal ini terdengar oleh Penggugat,

sehingga hal ini menyebabkan pertengkaran hebat disetiap Penggugat dan

Tergugat  berkomunikasi,  dan  sejak  saat  itu  Penggugat  tidak  pernah

berkomunikasi  lagi  dengan  Tergugat,  dan  hanya  berkomonikasi  dengan

anak serta apabila kembali Penggugat sudah tidal ingin lagi tinggal bersama

Penggugat dan ingin berpisah (cerai) dari Tergugat; 

8. Bahwa semenjak Tergugat berpisah rumah dengan Penggugat, hingga saat

ini Tergugat tidak pernah datang serta tidak pernah memberikan nafkah baik

nafkah lahir  maupun batin  sehingga Penggugat  merasa tidak  ridho atas

perlakuan Tergugat tersebut;  

9. Bahwa  pihak  keluarga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  berusaha

merukunkan  kembali  Penggugat  dan  Tergugat  dengan  menasehati

Penggugat  dan  Tergugat  namun  Penggugat  tidak  bersedia  lagi  kembali

berumah tangga dengan Tergugat;
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Bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  Penggugat  mohon

kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama Gedong  Tataan  cq.  Majelis  Hakim

yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut: 

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatanPenggugat; 

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat  (PENGGUGAT)  dan Tergugat

(TERGUGAT) putus karena perceraian; 

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; 

SUBSIDAIR

Apabila  Majelis  Hakim Pengadilan  Agama Gedong  Tataan  berpendapat  lain

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara  a quo,  Penggugat  telah memberikan kuasanya

kepada Ahmad Haris Muizzuddin, S.H., Fransiskus, S.H., dan M. Fajrul Falah,

S.H.,  berdasarkan  surat  kuasa  khusus  yang  terdaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan  Agama  Gedong  Tataan  dengan  Nomor  436/Kuasa/2023/PA.Gdt

tanggal 27 Oktober 2023, Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan

surat kuasa yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari  sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili

kuasanya  dan  Tergugat  datang  menghadap  di  persidangan,  namun  dalam

persidangan setelah jawaban Tergugat, Tergugat tidak hadir kembali dan tidak

pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang

sah,  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan  tidak  ternyata

ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka

perkara ini diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa  upaya  perdamaian  dengan  nasihat  tidak  berhasil  untuk

mengurungkan niat Penggugat tetap mengajukan gugatannya; 

Bahwa  oleh  karena  Penggugat  dan  Tergugat  datang  menghadap  di

persidangan,  maka  para  pihak  diwajibkan  untuk  menempuh proses  mediasi

terlebih dahulu, in casu para pihak sepakat menyerahkan kepada Hakim untuk

memilih mediator dan selanjutnya Hakim menetapkan Akhmad Zubaidi,  S.T.,

sebagai  mediator  dalam perkara  a  quo,  dan  berdasarkan  laporan  mediator

tentang  hasil  mediasi  tertanggal  28  November  2023,  mediasi  yang  telah

dilaksanakan para pihak dinyatakan tidak berhasil
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Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup

untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang

isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat,  Tergugat menyampaikan jawaban

secara tertulis  yang pada pokoknya membantah sebagian dalil-dalil  gugatan

Penggugat;

Bahwa  terhadap  jawaban  Tergugat,  Penggugat  menyampaikan  replik

secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir

kembali  di  persidangan,  maka  duplik  Tergugat atas  replik  Penggugat tidak

dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan

alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

a.  Fotokopi  Kartu  Tanda Penduduk atas nama Penggugat  Nomor XXXX

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal  11

September  2023.  Bukti  surat  tersebut  telah  dinazegelen  dengan

meterai  cukup  dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata

sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1; 

b.  Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  dari  KUA  Gedongtataan  Kabupaten

Pesawaran  Provinsi  Lampung,  Nomor  XXXX Tanggal  12  September

2001,  bukti  surat  tersebut  telah  dinazegelen  dengan  meterai  cukup,

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim

diberi tanda P.2; 

c. Hasil cetak tangkapan layer dari media sosial. Bukti surat tersebut telah

dinazegelen  dengan  meterai  cukup  namun  tidak  dapat  ditunjukkan

aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus

rumah  tangga,  bertempat  tinggal  di  Kabupaten  Pesawaran,  di  bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

Ibu Kandung Penggugat; 

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 691/Pdt.G/2023/PA.Gdt

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal  di

rumah milik bersama; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak; 

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya

berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak

harmonis  lagi  karena  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang

terus menerus; 

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi

sejak tahun 2015; 

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan

Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup, Tergugat

selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering mabuk-mabukan; 

- Bahwa  saksi  sering  melihat  langsung  Penggugat  dan  Tergugat

bertengkar; 

- Bahwa  pada  saat  bertengkar  Tergugat  memukul  Penggugat

mengunakan tangan; 

- Bahwa  saksi  melihat  tindak  kekerasan  fisik  Tergugat  terhadap

Penggugat, satu kali; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun

2021; 

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ; 

- Bahwa selama berpisah Penggugat  dan Tergugat  sudah tidak pernah

lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah; 

- Bahwa pernah diusahakan berdamai  dengan  musyawarah  oleh  pihak

keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai; 

Bahwa saksi ikut terlibat dalam merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi  2,  ...,  umur  ...  tahun,  agama  ...,  pendidikan  ...,  pekerjaan  ...,

bertempat tinggal  di  ...,  di  bawah sumpah memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut :

...

Bahwa  atas  keterangan  para  saksi  tersebut,  Penggugat  menyatakan

menerima dan  membenarkan,  sedangkan  Tergugat  tidak  dapat  didengarkan

tanggapannya;
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Bahwa  selanjutnya  Penggugat menyatakan  tidak  akan  mengajukan

apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu

yang tercantum dalam berita  acara  persidangan perkara  ini  sebagai  bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian antara pihak-pihak

yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka

berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang  Nomor 3  Tahun 2006

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Gedong

Tataan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara

absolut;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di

wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gedong Tataan, maka berdasarkan Pasal

73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

yang  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,

Pengadilan  Agama  Gedong  Tataan berwenang  memeriksa,  mengadili  dan

menyelesaikan perkara ini secara relatif;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat ternyata telah sesuai

dengan  ketentuan  Pasal  145  R.Bg  juncto Surat  Edaran  Mahkamah  Agung

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu

pula Kartu  Tanda Pengenal  Advokat  (KTPA) Kuasa Penggugat,  telah sesuai

dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

Advokat, oleh karenanya Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat

merupakan subjek pemberi  bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat

menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat untuk beracara dalam

perkara a quo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan

Penggugat  agar  kembali  rukun  membina  rumah  tangga  dengan  Tergugat,

sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7
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Tahun  1989  yang  telah  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  50

Tahun  2009  juncto  Pasal  31  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,

namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat

untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan mediator

yang telah ditetapkan oleh Hakim, yaitu … sebagai Mediator dan berdasarkan

laporan mediator tanggal … 2023, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  alasan  pokok  Penggugat  mengajukan  gugatan

perceraian adalah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan 

Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  tidak  pernah  hadir  kembali  di

persidangan  karenanya  tidak  dapat  didengarkan  bantahan  atas  dalil-dalil

gugatan Penggugat,  namun  karena  perkara  ini  perkara  perceraian,  maka

Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya

dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan … serta dua orang saksi;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.1  yang  merupakan  akta  autentik  yang

dikeluarkan  oleh  pejabat  umum,  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materiil,

serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig

en bindende bewijskracht), Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai

alat  bukti  yang  sah  dalam  perkara  ini,  dan  harus  pula  dinyatakan  bahwa

daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal

40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang

isi dan maksud Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Tahun  2019  tentang  Perubahan  Terhadap  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun

1974  tentang  Perkawinan  junctis Pasal  1  huruf  (b)  Peraturan  Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan
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Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gedong Tataan

berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik

yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  umum,  telah  memenuhi  syarat  formil  dan

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

(volledig  en  bindende  bewijskracht),  Hakim  berpendapat  bukti  P.2  dapat

diterima  sebagai  alat  bukti  yang  sah  dalam  perkara  ini,  dan  harus  pula

dinyatakan  bahwa  daripadanya  telah  membuktikan  bahwa  Penggugat  dan

Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan

pasal  7  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam.  Oleh  karenanya,  Penggugat  dan

Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 sampai dengan P.22 merupakan bukti hasil

cetak tangkapan layar dari aplikasi media sosial serta foto maupun video yang

bersumber dari media elektronik, harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 1

ayat (1) Undang-Undang ITE yang dikategorikan sebagai bagian dari informasi

elektronik. Dalam penjelasan pasal tersebut, bahwa informasi elektronik adalah

satu  atau  sekumpulan  data  elektronik,  termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada

tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI),

surat  elektronik  (electronic  mail),  telegram,  teleks,  telecopy atau  sejenisnya,

huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang

memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang,  bahwa  alat  bukti  tersebut  secara  formil  merupakan  hasil

cetak dari informasi elektronik dan gambar, tulisan, suara elektronik yang diatur

dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE yang secara eksplisit menyatakan

informasi  elektronik  dan  atau  dokumen  elektronik  dan  atau  hasil  cetaknya

merupakan  alat  bukti  hukum  yang  sah.  Selain  itu  secara  formil  tidak

bertentangan dengan ketentuan Pasal  5 ayat (1) Undang-Undang ITE, yaitu

bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang

menurut  perundang-undangan  harus  dalam  bentuk  tertulis.  Atas  hal-hal

tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat secara formil  alat bukti tersebut

dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang,  bahwa  meskipun  secara  formil  alat  bukti  tersebut  dapat

diterima  sebagai  alat  bukti  sah,  tetapi  secara  materiil  harus  divalidasi

kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya. Sehubungan dengan
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hal tersebut Penggugat Konvensi tidak mengajukan apapun termasuk adanya

keterangan  digital  forensik  dari  ahlinya  terhadap  alat-alat  bukti  tersebut,

sehingga tidak dapat dikonfirmasi validitas, keotentikan, keutuhan, kesesuaian

dan ketersediaan alat bukti yang diajukan;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.3  sampai  dengan  P.10,  bukti  P.12  sampai

dengan P.15 dan bukti P.17 sampai dengan P.22, berupa hasil cetak tangkapan

layar percakapan dari aplikasi whatsapp dan video serta hasil cetak foto, bukti

tersebut  merupakan  hasil  cetak  dokumen  elektronik  dan  telah  bermeterai

cukup, tidak terverifikasi melalui digital forensik yang cukup, bukti P.3 sampai

dengan P.10 tidak diakui oleh Tergugat Konvensi, oleh karenanya terhadap alat

bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang,  bahwa  Penggugat juga  telah  mengajukan  2  (dua)  orang

saksi,  keduanya telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi

saksi,  serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide

Pasal  172 ayat (1) R.Bg  juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, junctis

Pasal  134 Kompilasi  Hukum Islam),  maka secara formil  saksi-saksi  tersebut

dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang,  bahwa  keterangan  2  (dua)  orang  saksi  berdasarkan

pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri,

dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai

dengan  dalil-dalil  dan  alasan  pokok  gugatan  Penggugat,  dengan  demikian

saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga

keterangan saksi-saksi  a quo telah dapat diterima sebagai bukti  yang cukup

mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara

ini;

Menimbang,  bahwa  sehubungan  alat  bukti  saksi  telah  memenuhi

ketentuan  syarat  formil  dan  materil,  maka  nilai  kekuatan  pembuktian  yang

terkandung di dalamnya bersifat  bebas (vrij  bewijs kracht).  Dan berdasarkan

Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat

dapat  diterima  sebagai  alat  bukti  yang  sah,  dan  nilai  kebenaran  yang

terkandung  dalam  keterangannya  dapat  menguatkan  gugatan  Penggugat

tentang sengketa dalam rumah tangganya;
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Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang didukung bukti

tertulis, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Hakim menemukan fakta–fakta

hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat

tinggal di wilayah Kabupaten Pesawaran;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun;

4. Bahwa  sekurang-kurangnya  sejak  tahun  2007  rumah  tangga  Penggugat

dengan  Tergugat  hingga  saat  ini  sudah  tidak  rukun  lagi,  karena  sering

berselisih dan bertengkar;

5. Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat

disebabkan karena  Tergugat  tidak bertanggung jawab dengan kebutuhan

ekonomi rumah tangga, Tergugat suka minum-minuman keras hingga sering

mabuk-mabukkan,  Tergugat  melakukan  KDRT  kepada  Penggugat  dan

Tergugat memiliki wanita idaman lain;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan

Tergugat,  sekurang-kurangnya sudah pisah tempat tinggal selama kurang

lebih sejak tahun 2016 karena Penggugat bekerja sebagai TKI di luar negeri

dan  sejak  tahun  2021  keduanya  tidak  pernah  berkomunikasi  dan

melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  masing-masing  sebagaimana

layaknya suami isteri;

7. Bahwa,  baik  Hakim  dalam  persidangan,  maupun  pihak  keluarga  sudah

berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, telah pula dilakukan upaya

musyawarah keluarga  untuk  merukunkan  Penggugat  dan Tergugat,  akan

tetapi tidak berhasil,  karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai  dengan

Tergugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  di  atas,

Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah

sampai pada kondisi pecah (broken marriage) sehingga rumah tangga antara

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi

(onheel  baar  tweespalt)  dalam  membina  rumah  tangga  sebagaimana

disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang

isi dan maksud Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16
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Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan,  sehingga  tujuan  pernikahan  untuk  membina  keluarga  sakinah,

mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor

1  Tahun  1974  yang  isi  dan  maksud  Pasal  tersebut  tidak  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor  16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang

Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan  juncto Pasal  3  Kompilasi  Hukum

Islam dan sebagaimana dimaksudkan al  Qur’an Surat ar Rum [30] ayat  21,

telah tidak terwujud; 

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga

Penggugat  dengan  Tergugat  dapat  rukun  kembali  baik  oleh  pihak  keluarga

maupun oleh Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat

tetap bersikukuh untuk bercerai  dengan Tergugat,  maka hal  ini  menandakan

bahwa  telah  terdapat  kebencian  yang  memuncak  dari  Penggugat  terhadap

Tergugat,  dan  oleh  karenanya  Hakim  sependapat dan mengambil alih

pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhu as-Sunnah juz II halaman 29 yang

dijadikan sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

معهيطلق  ل اإليذاء وكان الزوج اعرتاف أو الزوجية ببينة القاضي لدي دعواها ثبت وإذا

ابئنة طلقة طلقها بينهما اإلصالح عن القاضي وعجز مثلها بني العشرة دوام
Artinya:  “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan

bukti  dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang

menyakitkan  itu  menyebabkan  tidak  adanya  pergaulan  yang  pantas  antara

keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka

Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah

tangga  Penggugat  dan Tergugat  yang sudah pecah  dan  tidak  ada harapan

untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari

pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap

maslahat,  sesuai  dengan  Qoidah  Fiqiyah yang  dijadikan  sebagai  pendapat

Hakim sebagai berikut:

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan penyempurnaan rumusan hukum Kamar

Agama  angka  1  huruf  b  pain  2  dalam  SEMA Nomor  1  Tahun  2022,  yaitu
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“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus

menerus  dapat  dikabulkan  jika  terbukti  suami/istri  berselisih  dan  bertengkar

terus menerus atau telah berpisah tern pat tinggal selama minimal 6 ( enam)

bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Perkara perceraian dengan alasan

perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus  dapat  dikabulkan  jika  terbukti

suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada

harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah  tangga  diikuti  dengan  telah

berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta

hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

tidak rukun, ditandai dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

terus menerus, serta telah diupayakan upaya damai secara maksimal dan tidak

ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam rumah  tangga  dan  fakta  bawah

antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal  kurang  lebih

selama 7 tahun dan tidak berkomunikasi lagi selama 3 tahun maka fakta hukum

tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf

(f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  sehingga  gugatan  Penggugat  patut  untuk

dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, maka gugatan Penggugat  a quo telah beralasan sebagaimana maksud

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116

huruf (f)  Kompilasi  Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, maka gugatan

Penggugat  dapat  dikabulkan  dengan  menjatuhkan  talak  satu  ba’in  shugro

Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf

(c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Gedong  Tataan  adalah  talak  satu  bain  sugra,  talak  mana  dijatuhkan

berdasarkan permintaan Pengggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud

Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun

dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi

keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
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1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya

perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan  pasal-pasal  dari  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.645.000,00

(satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari  Senin tanggal  15 Januari  2024 Masehi

bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriah oleh Muhamad Faudzan, S.Sy.

sebagai  Hakim,  berdasarkan  Penetapan  Nomor  691/Pdt.G/2023/PA.Gdt

tertanggal … 2023. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Yuli Anita, S.H.

sebagai  Panitera  Pengganti,  dengan  dihadiri  oleh  Kuasa  Penggugat di  luar

hadirnya Tergugat.

Hakim,

Muhamad Faudzan, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Yuli Anita, S.H.
Perincian biaya :

 Pendaftaran Rp30.000,00
 Biaya Proses Rp75.000,00
 Panggilan Rp1.500.000,00
 PNBP Panggilan Rp20.000,00
 Redaksi Rp10.000,00
 Meterai Rp10.000,00

Jumlah Rp1.645.000,00

          (satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)
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